SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018 PASCA

Menimbang

Mengingat

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf g Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang serta ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf
(g), serta ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Parepare tentang Penetapan Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.

. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang...
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. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun
2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5344);

8. Peraturan...
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8.

10.

11

12.

Memerhatikan : 1.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 27);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor :
80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :
2/PHP.KOT-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018;

Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 131/PL.03.7-BA/7372/KPU-
Kot/ VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Terpilih Kota Parepare Periode 2018 — 2023 pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN...
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare
Tahun 2018 yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;

KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah :
Calon Walikota : DR. H. M. TAUFAN PAWE, S.H.,M.H.
Calon Wakil Walikota : H. PANGERANG RAHIM
Partai Pengusung :Partai  Golongan Karya, Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai
Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Amanat Nasional.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 12 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

ai dengan aslinya
AR KOMISI PEMILIHAN UMUM
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